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ABSTRACT
Pasal  5  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT) 
menyebutkan  bahwa  setiap  orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah
tangganya dengan cara:  a.  kekerasan fisik,  b.  kekerasan psikis,  c.  kekerasan seksual dan/atau penelantaran rumah tangga.  Pada 
kenyataannya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  masih  sering terjadi, bahkan dialami oleh pembantu rumah tangga
(PRT). Penulisan  skripsi  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  faktor  penyebab  majikan melakukan  KDRT  terhadap  PRT;  dan 
menjelaskan  penyelesaian  tindak  pidana KDRT diluar pengadilan; untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang di hadapi
penegak hukum. Data dalam skripsi ini diperoleh dari data sekunder dengan cara melakukan penelitian  kepustakaan  serta 
menelaah  buku-buku  teks  dan  peraturan  perundang- undangan. Data primer diperoleh dengan melakukan teknik pengambilan
data dan wawancara dengan sejumlah responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab majikan
adalah faktor ketidak  senangan  majikan  terhadap  PRT,  faktor  psikologis,  dan  faktor  ekonomi. Faktor penyebab penyelesain
tindak pidana KDRT tidak sampai pada pengadilan adalah  karena  tidak  cukup  bukti  dan  adanya  mediasi.  hambatan  yang 
dihadapi  aparat  penegak  hukum  dalam  menanggulangi  karena  Korban  tidak  dapat mengajukan  bukti  yang  akurat  dan 
korban  mencabut  pengaduannya.  Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah mensosialisasikan
Undang-undang PKDRT dan membekali ilmu tentang hukum kepada PRT. Disarankan    agar  semua  pihak  yang  terkait,  baik 
Kepolisian,  lembaga- lembaga  bantuan  hukum,  sampai  pihak  pemerintah  serta  masyarakat  agar  terus meningkatkan
kerjasama secara terpadu dalam menanggulangi terjadinya  KDRT, khususnya kejahatan kekerasan psikis terhadap pembantu rumah
tangga.
